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b. dapat digunakan indikasi nilai yang mencerminkan
perkiraan nilai prasarana bangunan, sepanjang nilai
wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nilai
buku sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ada.

Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.

Dalam hal bangunan yang akan disewakan berada di luar
negeri, nilai prasarana bangunan dapat dihitung dengan
menggunakan satuan mata uang setempat.

Pasal 37

Nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)
huruf a merupakan nilai setelah diperhitungkan
penyusutan.

Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penyusutan BMN.

Dalam hal nilai buku prasarana bangunan yang tercatat
dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna atau
Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna belum
memperhitungkan penyusutan, maka nilai buku prasarana
bangunan dihitung dengan perkalian antara:

a. harga prasarana bangunan (Hp); dan
b. nilai sisa prasarana bangunan (Nsp).

Pasal 38

Harga prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (3) huruf a merupakan harga prasarana
bangunan dalam keadaan baru dalam rupiah per meter
persegi.

Nilai sisa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b merupakan nilai sisa

bangunan dalam persentase setelah diperhitungkan
penyusutan.

Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penyusutan BMN.

Dalam hal belum terdapat pengaturan mengenai
penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
perhitungan penyusutan dihitung:

a. untuk prasarana berupa pekerjaan halaman sebesar
5% (lima persen) per tahun;
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b. untuk prasarana berupa mesin atau instalasi sebesar
10% (sepuluh persen) per tahun; dan

c¢. untuk prasarana berupa alat perabot dan elektronik
sebesar 25%(dua puluh lima persen) per tahun.

Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen).

Bagian Keempat
Faktor Penyesuai Sewa

Paragraf 1

Komponen Faktor Penyesuai Sewa
Pasal 39

Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

a. jenis kegiatan usaha penyewa;
b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
c. periodesitas Sewa.

Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung dalam persentase.

Faktor penyesuai Sewa berupa jenis kegiatan usaha
penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

Paragraf 2
Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

Pasal 40

Jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

a.
b.
C.

(1)

kegiatan bisnis;
kegiatan non bisnis; dan
kegiatan sosial.

Pasal 41

Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang
berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara lain:

a. perdagangan;
b. jasa;dan
c. industri.
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Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang
menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan
namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara
lain:

a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya
dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi
keuntungan, baik materil maupun immateril;
penyelenggaraan pendidikan nasional,

c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas
yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan
fungsi instansi Pengguna Barang; dan

d. kegiatan lainnya yang memenubhi kriteria non bisnis.

Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf ¢ diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak
menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau
tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:

a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut
biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
kegiatan sosial;

kegiatan keagamaan,;

kegiatan kemanusiaan; dan

kegiatan  penunjang  penyelenggaraan  kegiatan
pemerintahan/negara; dan

f. kegiatan lainnya yang memenubhi kriteria sosial.

oo o

Paragraf 3
Bentuk Kelembagaan penyewa

Pasal 42

Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, dikelompokkan sebagai
berikut:
a. Kategori I, meliputi:

i, Swasta, kecuali yayasan dan koperasi;

ii. Badan Usaha Milik Negara;

iii. Badan Usaha Milik Daerah;

iv. Badan hukum yang dimiliki negara; dan

v. Lembaga pendidikan asing.
b. Kategori II, meliputi:

i. Yayasan,

ii. Koperasi;

iii. Lembaga Pendidikan Formal; dan

iv. Lembaga Pendidikan Non Formal.
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c. Kategori IlI, meliputi:
' N Lembaga sosial;
ii. Lembaga kemanusiaan;
iii. Lembaga keagamaan; dan
iv. Unit penunjang Kkegiatan  penyelenggaraan
pemerintahan /negara.

Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan
oleh instansi yang berwenang.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
rencana Kkegiatan penyewaan disampaikan pada saat
pengajuan usulan sewa.

Pasal 43

Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (1) huruf a angka v meliputi lembaga
pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di
Indonesia.

Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (1) huruf b angka iii meliputi lembaga
pendidikan dalam negeri, baik milik swasta maupun milik
pemerintah /negara, meliputi:

a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;

b. lembaga pendidikan dasar;

c. lembaga pendidikan menengah; dan

d. lembaga pendidikan tinggi.

Lembaga pendidikan non formal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b angka iv meliputi:

a. lembaga kursus;

lembaga pelatihan;

kelompok belajar;

pusat kegiatan belajar masyarakat;

majelis taklim; dan

f. satuan pendidikan yang sejenis.

o o

Lembaga sosial, lembaga kemanusiaan, dan lembaga
keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
huruf ¢ angka i, ii, dan iii, termasuk lembaga internasional
dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial,
kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Indonesia.






